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Abstract: Land use for agriculture has increased every year. As a result of the increased
need for agricultural land causing degradation of agricultural land. The purpose of this
study was to conduct structured directives for agricultural land use. To determine the
direction of structuring the use of agricultural land using a geographic information system
approach. The indicator used in determining the arrangement of sustainable agricultural
land use is; slope, soil type, rainfall, geology, and land use. Furthermore, to determine the
direction of policy on the use of agricultural land using the ISM approach. The results of
the land structuring analysis of the slopes of Mount Marapi show that around 35 percent
of agricultural land cannot be utilized for cultivation areas. Actual conditions, around 20
percent of the area has been used for farm land. herefore, as a policy direction for
sustainable land use the government must conduct land use counseling in accordance with
the carrying capacity of the land.
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Abstrak: Penggunaan lahan untuk pertanian telah meningkat setiap tahun. Sebagai akibat
dari meningkatnya kebutuhan lahan pertanian menyebabkan degradasi lahan pertanian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan arahan kebijakan untuk penggunaan
lahan pertanian. Untuk menentukan arah penataan penggunaan lahan pertanian
menggunakan pendekatan sistem informasi geografis. Indikator yang digunakan dalam
menentukan pengaturan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan adalah; kemiringan,
jenis tanah, curah hujan, geologi, dan penggunaan lahan. Selanjutnya untuk menentukan
arah kebijakan tentang penggunaan lahan pertanian menggunakan pendekatan ISM. Hasil
analisis penataan lahan lereng Gunung Marapi menunjukkan bahwa sekitar 35 persen
lahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan untuk areal budidaya. Kondisi sebenarnya,
sekitar 20 persen dari area tersebut telah digunakan untuk lahan pertanian. Oleh karena
itu, sebagai arah kebijakan untuk penggunaan lahan berkelanjutan pemerintah harus
melakukan konseling penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung tanah.

Kata kunci: Lahan pertanian, arah kebijakan, dan keberlanjutan.



PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak fungsi penting
dalam ekosistem, yakni: media pertumbuhan tanaman, habitat organisme tanah, dan
filterisasi air tanah. Karena tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat berperang
penting dalam keberlanjutan kehidupan ekosistem, maka dituntuk kehati-hatian dalam
pengelolaannya (Rayes 2007). Selanjutnya Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)
menyatakan bahwa pentinggnya pengelolaan tanah sebagai seumberdaya, karena tanah
atau lahan termasuk sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui (non renewable), jadi
kalau tanah mengalami degradasi makan akan sulit untuk dipulihkan.

Proses pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat
internal maupun eksternal (Sirojuzilam, 2007). Kaur et al.(2004) dan Sadyohutomo (2008)
menyatakan bahwa faktor internal yang mendorong pertumbuhan wilayah adalah
pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perdagangan. Selanjutnya Pribadi et al., (2006)
menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah yang pesat menyebabkan perubahan pola
penggunaan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak
ruang-ruang alami untuk berubah fungsi. Selain itu, Harun (1992) dan Kustiawan (1997)
menjelaskan bahwa perubahan pola penggunaan lahan mengakibatkan terjadinya fluktuasi
daya dukung sumberdaya lahan, sehingga menimbulkan terjadinya bencana alam.
Penelitian Umar et al. (2017) diwilayah penelitian terdapat sebesar 28,2 persen merupakan
kawasan sangat rawan bencana longsor.

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menyatakan bahwa
dalam penyusunan rencana tata ruang, terutama untuk kawasan budidaya, harus
memperhatikan dan menghindari kawasan rawan bencana. Selanjutnya UNDP (1997)
menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan pokok dalam bidang permukiman yang
dihadapi Indonesiia, yaitu peningkatan kebutuhan permukiman untuk pemenuhan
kebutuhan penduduk dan pengelolaan permukiman yang telah terbangun.Rustiadi et al.
(2011) menyatakan bahwa pentingnya penataan ruang dapat dibedakan atas tiga,
yaitu:optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, wujud distribusi sumberdaya, dan
keberlanjutan.

Kawasan Gunung Marapi berdasarkan karakteristik fisik memiliki wilayah yang sangat
rawan untuk terjadi degradasi lahan, antara lain: a) secara morfologi kawasan tersebut
sekitar 55 persen merupakan kawasan relatif datar (<27%); b) sekitar 70% kawasan
tersebut terjadi alih fungsi lahan hutan primer beralih fungsi menjadi hutan sekunder; c)
peningkatan intensitas curah hujan pada kawasan uppar DAS; dan d) semakin
berkembangnya pemanffaatan lahan pertanian.
1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menentukan kemampuan
lahan dan merancang model arahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan
berkelanjutan pada lereng Gunung Marapi Provinsi Sumatera Barat.



METODE PENELITIAN
2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Wilayah
penelitian terdapat sekitar Gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera
Barat. Secara geografis lokasi penelitian terdapat pada bujur 100o25’ BT -100o38’ BT dan
lingtang 0o15’LS-0o35’LS. Gambar 1 disajikan lokasi penelitian.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
2.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa peta tematik yang menjadi input dalam analisis
kemampuan lahan, yakni: peta lereng, peta geologi, peta jenis tanah, peta curah hujan, dan
peta penggunaan lahan. Peta lereng bersumber dari Citra Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) 1 Arc Second. Peta geologi dari Badan Geologi Bandung skala 1 ;
250.000. Peta jenis tanah diturunkan dari Pusat Penelitian Tanah (PPT) Bogor skala 1 ;
250.000. Selanjutnya peta penggunaan lahan bersumber dari citra landsat Oli +8 tahun
2017. Peta curah hujan dihasilkan dari data curah hujan periode 1975-2017 Stasium
BMKG Sicincin.

Untuk menghasilkan kelas kemampuan lahan pada lereng Gunung Marapi
menggunakan lima indikator, yakni: lereng, curah hujan, jenis tanah, geologi, dan
penggunaan lahan. Masing-masing indikator dibedakan menjadi beberapa sub indikator,
dan skor ditentukan dari perkalian antara nilai bobot dengan harkat. Tabel 1 disajikan
indikator kemampuan lahan di lereng Gunung Marapi.



Tabel 1. Indikator kemampuan lahan
Indikator /Bobot Sub Indikator Harkat Skor

Lereng /10 Datar
Landai
Agak curam
Curam
Terjal

1
2
3
4
5

10
20
30
40
50

Curah hujan (mm/tahun)/7 < 2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
>5000

1
2
3
4
5

7
14
21
28
35

Jenis Tanah/8 Andosol
Glei Humus
Kambisol
Latosol
Podsolik

4
1
3
3
2

32
8
24
24
16

Geologi/5 Batuan gunung api
Batuan intrusi
Aluvium
Formasi Brani
Formasi Tuhur

4
3
1
3
2

20
15
5
15
10

Penggunaan Lahan/5 Hutan
Permukiman
Tegalan
Semak
Tanah terbuka

1
4
2
3
5

5
20
10
15
25

Sumber : Umar (2018)
Kelas kemampuan lahan dibedakan atas 8 kategori, dan untuk menentukan kelas

kemampuan lahan digunakan persamaan 1. Hasil analisis menghasilkan total skor tertinggi
sebesar 172 dan total skor terendah sebesar 35, maka dengan delapan kelompok kelas
diperoleh interval sebesar 17 seperti yang disajikan pada Tabel 3.

….…………….………………(1)

dimana :
I = besar jarak interval kelas
c = jumlah skor tertinggi
b = jumlah skor terendah
k = jumlah kelas yang diinginkan

Tabel 2. Kelas Kemampuan Lahan
Interval Kelas

Kemampuan
Lahan

Pemanfaatan

35-52 Kelas I Kawasan cagar alam, hutan produksi,
pengembalaan terbatas sampai intensif, dan
garapan terbatas sampai sangat intersif

53-69 Kelas II Kawasan cagar alam, hutan produksi,
pengembalaan terbatas sampai intensif, dan
garapan terbatas sampai intersif

k
bcI 





70-86 Kelas III Kawasan cagar alam, hutan produksi,
pengembalaan terbatas sampai intensif, dan
garapan terbatas sampai sedang

87-103 Kelas IV Kawasan cagar alam, hutan produksi,
pengembalaan terbatas sampai intensif, dan
garapan terbatas

104-120 Kelas V Kawasan cagar alam, hutan produksi, dan
pengembalaan terbatas sampai intensif

121-137 Kelas VI Kawasan cagar alam, hutan produksi, dan
pengembalaan terbatas sampai sedang

138-154 Kelas VII Kawasan cagar alam, hutan produksi, dan
pengembalaan terbatas

155-172 Kelas VIII Kawasan cagar alam
Sumber : Arsyad (2010)
Arahan kebijakan pembangunan permukiman dianalisis menggunakan metode

Interpretative Structural Modelling (ISM). Metode ISM dapat menganalisis dengan proses
pengkajian kelompok melalui model struktural yang dihasilkan guna memotret perihal
yang komplek dari suatu sistem melalui pola yang dirancang secara seksama dengan
menggunakan grafis serta kalimat (Eriyatno dan Larasati 2013). Metode ISM cukup efektif
untuk menstrukturkan isu-isu yang kompleks karena dapat digunakan untuk
mendefinisikan dan memperjelas persoalan, menilai dampak dan mengidentifikasi
hubungan antar kebijakan.

Prinsip dasar metode ISM adalah identifikasi dari struktur didalam suatu sistem yang
memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan untuk
pengambilan keputusan yang lebih baik. Metodologi dari teknik ISM terdiri dari
penyusunan hirarki dan klasifikasi sub elemen (Marimin 2004, Umar 2016, Umar et
al.2016, Santoso et al. 2017, Umar dan Dewata 2017).Secara garis besar tahapan metode
ISM adalah sebagai berikut:
1) Penguraian setiap elemen menjadi beberapa sub elemen.
2) Penetapan hubungan konstekstual antar sub-elemen pada setiap elemen yang

menunjukkan perbandingan berpasangan ada/tidak ada hubungan konstektual
digunakan pendapat pakar.

3) Penyusunan Structural Self Interaction Matrix (SSIM) menggunakan simbol V,A,X
dan O.

4) Pembuatan tabel Reachability Matrix (RM), mengganti simbol V, A, X dan O dengan
bilangan 1 atau 0.

5) Melakukan level sub elemen pada setiap elemen menurut jenjang vertikal maupun
horisontal.

6) Penyusunan matriks Driver Power Dependence (DPD) untuk setiap sub elemen.
Klasifikasi elemen dibagi menjadi empat yaitu:
a. Kuadran I : Tidak berkaitan (Autonomous) terdiri dari sub elemen yang

mempunyai nilai driver power (DP) ≤ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≤ 0.5 X.



Dimana X adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang berada
pada kuadran I umumnya tidak berkaitan/hubungannya kecil dengan sistem.

b. Kuadran II : Tidak bebas (Dependent) terdiri dari sub elemen yang mempunyai
nilai driver power (DP) ≤ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≥ 0.5 X. Dimana X
adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang berada pada
kuadran II ini merupakan sub elemen yang tergantung pada elemen di kuadran III.

c. Kuadran III : Pengait (Linkage) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai
driver power (DP) ≥ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≥ 0.5 X. Dimana X adalah
jumlah sub elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang masuk pada kuadran III
ini perlu dikaji secara hati-hati, karena setiap tindakan pada satu sub elemen akan
berpengaruh pada sub elemen lain yang berada pada kuadran II dan IV.

d. Kuadran IV : Penggerak (Independent) terdiri dari sub elemen yang mempunyai
nilai driver power (DP) ≥ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≤ 0.5 X. Dimana X
adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen.

Dalam tahapan penelitian dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu penentuan indek
inkonsistensi tata ruang dan arahan kebijakan pembagunan permukiman. Gambar 2
disajikan tahapan-tahapan penelitian.

Gambar 2. Tahapan pelaksanaan penelitian

HASIL PENELITIAN

Menurut Setiawan (2005) dan Umar dkk (2017) pemaanfaatan lahan tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia Sedangkan lahan yang tersedia untuk dampat
menampung kebutuhan manusia bersifat terbatas. Selain itu, Sadyohutomo (2008)
menambahkan bahwa keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan
manusia menyebabkan terjadiknya konflik antar pengguna lahan. Selain itu, Muata,ali
(2012) menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk menyebabkan manusia
memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan dan daya dukung



lingkungan. Sebagai akibatnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan bencana
alam.

Arsad (2010) dan Hardjowigeno (2010) mengemukakan bahwa kemampuan lahan
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; bentuk lahan, hidrologi, iklim dan
penggunaan lahan. Kelas kemampuan lahan didasarkan pada intensitas faktor pembatas
(limiting factor). Hal ini dapat diartikan semakin banyak faktor pembatas maka semakin
rendah kelas kemampuan lahan. arateristik Lereng Gunung Marapi memiliki beberapa
karakteristik sebagai faktor pembatas, yaitu: a) sekitar 70 persen merupakan wilayah
dengan kerengan curam sampai dengan terjal; b) intensitas curah hujan relatif tinggi yakni
rata-rata 3000 mm/ tahun; c) jenis tanah yang peka terhadap erosi; dan d) perilaku
masyarakat dalam pemanfaatan lahan.

Kelas kemampuan lahan menunjukkan keragaman beberapa faktor-faktor pembatas
(limiting factor) dalam pemanfaatan sumberdaya lahan. Kemampuan lahan dibedakan ke
dalam delapan kelas mulai dari kelas I sampai kelas VIII. Semakin tinggi kelas
kemampuan dalam maka semakin banyak faktor pembatas dan semakin terbatas dalam
pemanfaatannya. Kemampuan lahan kelas I - IV merupakan kelas lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk usaha pertanian sedang, sedangkan kelas V-VIII merupakan kelas
lahan yang tidak dapat diusahakan untuk pertanian (Hardjowigeno 2010).

Hasil pemetaan kelas kemampuan lahan dilereng Gunung Marapi menunjukkan
bahwa sekitar 45 persen kawasan tersebut masuk dalam kelas V-VIII, sedangkan sisanya
sebesar 55 persen masuk dalam kelas I-IV (Gambar 3). Selanjutnya, Tabel 3 disajikan
kemampuan lahan dan penggunaan lahan pada lereng Gunung Marapi. Berdasarkan
penggunaan lahan, kelas I-IV sebagian besar digunakan untuk lahan kebun campuran dan
sawah, dan kelas V-VIII didominasi untuk kawasan hutan dan kebun campuran.

Gambar 3. Kelas kemampuan lahan



Tabel 3. Kelas kemampuan lahan dan penggunaan lahan

Penggunaan
Lahan H

ut
an

Pe
rk
eb
un
an

K
eb
un

C
am

pu
ra
n

Pe
rm
uk
im
an

Sa
w
ah

Se
m
ak

La
ha
n

Te
rb
uk
a

Keles I 0 12 0 0 202 0 0
Kelas II 0 0 100 0 5 1 2
Kelas III 1151 0 1089 0 1104 57 0
Kelas IV 794 4 3350 24 3692 185 0
Kelas V 826 1 0 256 3273 277 3
Kelas VI 8 0 3760 174 966 203 0
Kelas VII 134 0 5728 28 12 0 0
Kelas VIII 4043 0 847 0 0 119 216
Sumber : Analisis 2018

Metode ISM merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisis
dan penentuan arahan kebijakan. Metode ISM dapat menganalisis dengan proses
pengkajian kelompok melalui model struktural yang dihasilkan guna memotret perihal
yang komplek dari suatu sistem melalui pola yang dirancang secara seksama dengan
menggunakan grafis serta kalimat (Eriyatno 2003). Metode ISM cukup efektif untuk
menstrukturkan isu-isu yang kompleks karena dapat digunakan untuk mendefinisikan dan
memperjelas persoalan, menilai dampak dan mengidentifikasi hubungan antar kebijakan.
Metode ISM merupakan suatu metode yang sangat efektif untuk pengambil keputusan
yang lebih baik. Metode ISM dapat menghasilkan (output) dalam bentuk kuadran
hubungan faktor pendorong dengan ketergantungan (Marimin dan Maghfirah 2010, Umar
2016, Umar et al.2016, Umar dan Dewata 2017).

Arahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan pada lereng
Gunung Marapi disusun dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait. Stakeholder
yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 28 orang yang berasal dari berbagai
lembaga yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan. Melalui
Forum Group Discation (FGD) diidentifikasi 10 sub elemen yang akan menjadi rencana
arahan kebijakan, yaitu:
E1. Pencarian dan pembinaan ekonomi masyarakat alternatif
E2. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah partisipatif
E3. Kerjasama dan sinergis antar lembaga dalam pengelolaan lingkuangan
E4. Penyusunan regulasi dan sanksi terhadap perusak lingkungan
E5. Sosialisasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan
E6. Konsistensi penegakan hukum bagi perusak lingkungan
E7. Kegiatan konservasi dan reboisasi pada kawasan upper DAS
E8. Sosialisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang



a. Grafik hubungan antara driver power dengan dependence

b. Struktur hirarki

Gambar 5. Output ISM sebagai arahan penggunaan sumberdaya lahan berkelanjutan
pada lereng Gunung Marapi

Gambar 5 disajikan struktur hirarki arahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya
lahan berkelanjutan pada lereng Gunung Marapi. Pada gambar tersebut terdapat tiga
tingkatan arahan kebijakan. Pada tingkatan atau level 3 terdapat sub elemen E3 dan E4
sebagai upaya arahan utama. Selanjutnya yang menjadi arahan kebijakan yakni sub elemen
E6 dan E7, dan arahan kebijakan terakhir dengan empat sub elemen yakni E1, E2, E5, dan
E8.

KESIMPULAN
Lereng Gunung Marapi memiliki sekitar 70 persen kawasn dengan morfologi curam

sampai terjal. Hasil analisis kemampuan lahan pada wilayah tersebut sekitar 45 persen
masuk pada kelas V-VIII, dan dimanfaatkan untuk kawasan hutan dan kebun campuran.
Selanjutnya, pada bagian lereng bawah Gunung Marapi digunakan untuk kawasan kebun
campuran dan sawah pertanian. Kawasan tersebut masuk dalam kelas I-IV dalam
kemampuan lahan. Sebagai upaya arahan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan,
maka perlu adanya upaya kerjasama yang sinergi dalam pengelolaan lingkungan dan
sangsi yang tegas dalam perusakan lingkungan.
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